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BAB V 

   PENUTUP 

A. Kesimpulan.  

Berdasarkan uraian di atas dalam bab sebelumnya, maka dapat 

kita simpulkan sebagai berikut. 

1. Proses pelaksanaan perjanjian bagi hasik antara pemilik lahan 

dengan pengrajin batu bata merah pada masyarakat Desa Taropo 

Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, hanyan dalam bentuk lisan 

atau tidak tertulis, dan hanya cukup berdasarkan kesepakatan 

antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah dimana 

pemilik tahan mendapatkan 20% dan untuk pengrajin 80%. 

Proses pembuatan batu bata merah dilakukan dengan beberapan 

persiapan mulai dari persiapan baha baku, pencampuran bahan-

bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pengeringan, pengerapian 

sisi batu bata mentah, penyusunan batu bata merah, pembakaran 

dan yang terakhir pembongkaran dan pemasaran/pejualan.   

2. Penganturan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu mengacuh pada 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi 

Hasil tidak mengurai secara terperinci dalam Undang-undang 

bahwa dapat disimpulankan bahwa dengan tidak adanya 

pengaturan perundang-undang pemerintah baik ditingkat 

Kabupaten/Kota sehingga persentase 80% per 20% suatu hal yang 
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biasa yang dilakukan oleh masyarakat. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran saran dalam 

penulisan ini yaitu: 

1. Seyogyanya menghindari perihal terjadinya perselisihan 

dikemudian hari diupayakan dibuatkan secara tertulis. 

2. Karena Undang-undang Nomor 2 Tahun Tentang Perjanjian Bagi 

Hasil cukup lama harus dilalukan perubahan meninggat Undang-

undang ini tidak releva lagi dan untuk dapat dipergunakan saat ini 

sehingga berhubungan dengan perkembangan zaman sehingga 

Undang-undang ini tidak dapat dipergunakkan lagi. Dan harap 

terbesar menjadi perhatian PERDA supaya tidak ada yang 

dirugikan antara kedua bela pihak, terkhusus untuk PERDES 

untuk dapat mendorong supaya dapat membuat peranturan 

perjanjain bagi hasil. 
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